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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR \ f TAHUN 2021 
TENT ANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat 
(4) dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 1  Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan RincianBagi Hasil Pajak 
Daerahdan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 
2021;  

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3262) ,  sebagaimana telah beberapa . 

kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16  

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 
1983 tentang Ketentan Umum dan Tata Cara perpajakan 
menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6573) ; 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 11 ) ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)/( 



Menetapkan 

� 

1 1 .  Peraturan Menteri Desa Pembangunan Da�rah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 01  Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

12 .  Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa 
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 300); 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 
Nomor 13); 

15 .  Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 
Nomor 49). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021 .  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2 .  Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan. 

3 .  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan / a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa· j ' 



7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis; 

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsure pendukung 
tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur 
kewilayahan; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 

10.  Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

1 1 .  Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa 
yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

12 .  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

13 .  Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sevagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
harus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

14 .  Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi; 

15 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa. 

16 .  Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

17 .  Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya 
disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan PPKD. 
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18 .  Sisa Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah 
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang 
disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang 
tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun 
anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan 
anggaran APBDesa. Surat Permintaan Pembayaran yang 
selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

19.  Surat Perintah Pencairan Dana uang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum 
Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan 
Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah; 

2 1 .  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas 
internal pada institusi lain selanjutnya disingkat APIP 
adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara 
dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen 
pencairan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat 
arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan 
keuangan desa, kebijakan umum, program Perangkat 
Daerah, lintas PD dan program prioritas kewilayahan, 
disertai dengan rencana kerja. 

24. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, 
merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga 
Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan 
dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

BAB II 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, 

akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni 

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1  

Desember. 
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Pasal 3 

( 1 )  Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk 

memberikan dasar hukum dalam penetapan pembagian 

besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

setiap Desa Tahun Anggaran 2021 ;  

(2) Pembagian dan penetapan rincian bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah bertujuan untuk: 

a. penetapan besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021 ;  

b. terwujudnya asas pengelolaan Keuangan Desa; 

c. terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang 

pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan 

masyarakat desa dan bidangpenanggulangan bencana, 

keadaan darurat dan mendesak; 

d. terselenggaranya kewenangan Hak Asal usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa 

Tahun Anggaran 2021;  

e. terwujudnya program prioritas pembangunan nasional 

dan daerah di desa. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. tata cara perhitungan pembagian bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah setiap Desa; 

b. penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah setiap Desa; 

c. mekanisme dan tahapan penyaluran bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah setiap Desa; 

d. prioritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah setiap Desa; 

e. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

setiap Desa Tahun Anggaran 2021 ;  

f. pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa Tahun 
Anggaran 2021;  dan 

g. sanksi administratif. 

BAB IV 
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
SETIAP DESA KE SETIAP DESA 

Pasal 5 
( 1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Desa 

ditetapkan sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari realisasi 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diterima 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae? 
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(2) Bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dihitung 

berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya setelah 
dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah 
dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. 

(3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  yaitu: 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa = Realisasi Pajak 
dan Retribusi x 1 Oo/o. 

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata = 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa x 60°/o 

Jumlah Desa 

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional = 

Realisasi Pajak dan Retribusi keDesa X 40°/o 

Jumlah Desa (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah dan indeks kesulitan geografis). 

( 4) Rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap 
Desa Tahun Anggaran 2021,  dialokasikan secara merata dan 

berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi dana bagi hasil; 

b. alokasi proporsional. 

(5) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) 
huruf a, dihitung sebesar 60 % (enam puluh persen) dari 
anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke 

Desa dibagi secara merata kepada setiap desa. 

(6) Pagu alokasi proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 

ayat (4) huruf b, dihitung sebesar 40°/ci (empat puluh persen) 

dari anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

setiap Desa dibagi secara proporsional menggunakan rumus 
berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk 

miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan 

geografis Desa dengan bobot sebagai berikut: 

a. 15°/o (lima belas persen) untuk jumlah penduduk; 

b. 50°/o (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 30°/o (tiga puluh persen) untuk luas wilayah;dan 

d. 5°/o (lima persen) untuk tingkat kesulitan geografi. 

(7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

(8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing 

ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks 
Kesulitan Geografis Daerah. 

(9) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana 

tercantum dalam lampiran I dan lampiran II bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 
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Pasal 6 

( 1 )  Besaran alokasi proporsional setiap desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dihitung dengan rumus:  

AP Desa = {(O, 15 x Zl) + (0,50 x Z2) + (0, 30 x Z3) + (0,5 x Z4)} x 

AF Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Keterangan se bagai beriku t: 

AP adalah Alokasi Proporsional setiap Desa; 

ZI adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 

total penduduk Desa Daerah Kabupaten; 

Z2 adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa Daerah 

kabupaten; 

Z3 adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa Daerah kabupaten/kota; 

Z4 adalah rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa 

terhadap indeks kesulitan geografis Desa Daerah 

Kabupaten. 

AF Kabupaten adalah Alokasi Formula setiap Daerah 

kabupaten. 

(2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, 

masing-rnasing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin 

desa dan indeks kesulitan geografis Desa. 

(3) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disusun berdasarkan data dari lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

BAB V 

PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA 

Pasal 7 

( 1)  Penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah setiap Desa ditetapkan dengan rumus sebagai 
berikut: 

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah = Alokasi 
Dana Bagi Hasil + Alokasi Proporsional. 

(2) Penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum 
dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

MEKANISME DAN TAHAPAN PENY ALURAN BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA 

Bagian Kesatu 
Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi DaerahKe RKD 

Pasal 8 

( 1 )  Penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas 
umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

;I 



(2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksu.," pada ayat ( 1 )  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Penyaluran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah 
Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran 
pencairan dari Kepala Desa melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan 
se bagai beriku t: 
a. tahap I sebesar 40o/o (empat puluh persen) paling cepat 

bulan Februari; 
b. tahap II sebesar 40°/o (empat puluh persen) paling cepat 

bulan April; 
c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) paling cepat 

bulan Agustus. 
(3) Penyaluran besaran rincian bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah setiap desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

( 1 )  Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) huruf a, dengan persyaratan: 
1 .  permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah tahap I; 
2 .  peraturan desa ten tang penetapan APBDesa 

Tahun 2021 ;  

3. peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa 
Tahun 2021 ;  

4. surat rekomendasi Camat; 
5.  surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan 

melaksanakan/ menggunakan anggaran dana desa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Laporan realisasi pajak daerah tahun sebelumnya; 
7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas 

kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah tahap II sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan persyaratan: 
a. permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerahtahap II dengan 
melampirkan antara lain : 
l .  laporan realiasi pajak semester 1 (satu) tahun 

berkenaan; 
2 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah tahap I yang 
memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 
50 (lima puluh persen) dan rata rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35°/o 

(tiga puluh lima persen) dari bagi hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah tahap I yang telah disalurkan. 



3. salinan bukti pengeluararr/kwitansi pembayaran 

yang telah diverifikasi sekretaris desa dengan 

Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan. 

b. surat rekomendasi Camat; 

c. surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan 

melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas 

kebenaran formil dan materil pertanggungajawaban 

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran Bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah tahap III sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dengan persyaratan : 

a. permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah Tahap III dengan 

melampirkan antara lain : 

1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sampai 

dengan tahap II yang menunjukkan rata rata realisasi 

penyerapan paling sedikit 90°/o (sembilan puluh 

persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit 75 °/o (tujuh puluh lima persen) dari bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II yang 

telah disalurkan. 

b. surat rekomendasi Camat; 

c. surat Pernyataan kepala Desa atas kesanggupan 

melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas 

kebenaran formil dan materil pertanggungajawaban bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 

Pasal 10 

(  1 )  Penyaluran bagi hasil pajak dilakukan apabila : 
a. semester I realisasi pajak bumi dan bangunan sektor 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada desa yang 
bersangkutan pada tahun yang berkenaan telah 
mencapai 75°/o (tujuh puluh lima persen). 

b . semester II realisasi pajak bumi dan bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada desa yang 
bersangkutan pada tahun yang berkenaan telah 
mencapai 100°/o (seratus persen). 

c. Dalam hal sampai dengan bulan desember tahun 
berkenaan realiasai pajak bumi dan bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di desa yang 
bersangkutan tidak mencapai 100°/o (seratus persen) 
maka penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah hanya dapat disalurkan sebesar presentase 
realisasi pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan. 



Pasal 1 1  
Sanksi penyaluran bagi basil pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat ( 1) Pemerintah 

desa terlambat dalam hal : 

a. merealiasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan 

sektor pedesaan dan perkotaan di desa setiap laporan 

Semesteran. 

b. menetapkan APBDesa Tahun 2021 ;  

c. menyampaikan permohonan penyaluran bagi basil pajak 

daerah dan retribusi daerahtahun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2); 

d. sisa bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah Di RKD 

tahun anggaran sebelumnya kurang atau sama dengan 

30°/o; 

e. kepala desa terlambat menyampaikan laporan pengelolaan 

keuangan desa; 

f. terdapat usulan/rekomendasi dari Aparat Pengawas internal 

pemerintah. 

g. terdapat usulan/rekomendasi dari Badan Pendapatan 

Daerah pemerintah. 

Bagian Kedua 
Pencairan Dari RKD 

Pasal 12 

( 1) Kepala U rusan Keuangan menyusun RAK berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam 

APBDesadan dalam sistem informasi keuangan desa yang 

telah disetujui oleh Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh 

sekretaris desa. 

(2) Rencana Anggaran Kas Desa memuat arus kas masuk dan 

arus kas keluar yang dipergunakan untuk semua 

pengeluaran belanja atas beban APBDesa. 

(3) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan 

anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode 

yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

(5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran wajib 

menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran 

(6) Ketentuan tentang bukti pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 13 

( 1 )  Jumlah penarikan pertama paling banyak sebesar 40o/o 

( em pat puluh persen) dari nilai dana yang masuk pada 

Rekening Kas Desa dan setelahnya dapat dilakukan 

kembali penarikan. 
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--- (2) Jumlah dana tunai yang dapat disimpan oleh bendahara 

desa pada saat penutupan kas desa tiap bulannya paling 

banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). 

BAB VII 

PRIORITAS PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Bagi hasil Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah. 

Pasal 14 

(  1 )  Penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

diprioritaskan untuk membiayai kegiatan alokasi kebijakan 

standar melipu ti : 

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan adalah bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersisi sub 

bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan desa. 

b. bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub 

bidang dan kegitan yang digunakan dalam pembangunan 

pendidikan,kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, 

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan fisik 

akan tetapi terkait dengan pembangunan non fisik 

berupa pengembangan dan pembinaan. 

c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa berisi sub 

bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta 

dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan 

desa yang mendukung proses pembangunan desa. 

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa mencakup sub 

bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk 

meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan 

bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Penetapan prioritas penggunaan Bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah didasarkan pada : 

a. berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala desa yang tertuang dalam Peraturan Desa 

ten tang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

b. berdasarkan tipologi desa dan tingkat perkembangan 

desa Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan 

dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa sesuai dengan 

tingkatan perkembangan desa yang meliputi : 

1 .  desa tertinggal dan atau desa sangat tertinggal; 
2 .  desa berkembang; dan 

3. desa maju/desa mandiri. 

;/ 



- (3) Penetapan kegiatan prioritas penggunaan oagi hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah di desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  berpedoman pada antara lain; 

a. kewenangan berdasarkan Hak Asal usul Desa; 

b. kewenangan lokal berskala desa; 

c. kewenangan yang ditugaskan 

Pemerintah Daerah Provinsi, 

Kabupaten; 

d. kewenangan lain yang dtugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan. 

(4) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dan huruf b, merupakan hasil identifikasi dan 
inventarisasi kewenangan desa dengan kreteria: 

a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa 
1 .  sistem organisasi masyarakat desa; 

2 .  pembinaan kelembagaan masyarakat; 

3. pembinaan lembaga desa; 

4. pengelolaan kas desa; 

5.  pengembangan peran dan partisipasi masyarakat 

desa; 

6.  bencana alam, mendesak dan tidak terduga; dan 

7. pelestarian dan pengembangan gotong royong, budaya 

dan tradisi adat istiadat desa. 

b. Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal 

berskala desa dengan kriteria yang meliputi: 

1 .  kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
desa; 

2 .  kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada 
masyarakat desa; 

3.  kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan 
kepentingan sehari-hari masyarakat desa; 

4.  kegiatan yang merupakan inovasi desa; 

5.  kegiatan penanggulangan kemiskinan desa 

6.  kegiatan penanganan stanting di desa; 

7.  kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di 
desa; 

8. kegiatan yang dijalankan oleh desa atas dasar 
prakarsa desa; dan 

9. progam kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan 
pengelolaannya kepada desa. 

(5) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dan huruf d, merupakan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten yang ditugaskan kepada desa yang meliputi: 

J( 

oleh Pemerin tah, 
atau Pemerintah 
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a. pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan sasaran 

dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten. 

b. penyelarasan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 

1 .  mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai 

kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat; 

2 .  meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan 

karakter sumber daya manusia; 

3. menciptakan lingkungan yang kondusif; 

4. mewujudkan tata pemerintah yang baik; 

5. penanganan Stunting; 

6. pengentasan kemiskinan; dan 

7. fasilitasi program kegiatan Universitas Membangun 

Desa. 

(6) Ruang lingkup lintas bidang/sub bidang sebagaimana 

dimaksud pada pada ayat (3) huruf d, meliputi : 

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

1 .  sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 

Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

30°/o (tiga puluh persen) dari APBDesa. 

2 .  sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 

3. sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan 

Sipil, Statistik dan Kearsipan 

4. sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

5. sub bidang Pertanahan 

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 

1 .  sub bidang pendidikan; 

2. sub bidang kesehatan; 

3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. sub bidang kawasan permukiman; 

5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup; 

6. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan 
informatika; 

7. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan 

8. sub bidang parawisata. 

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa. 

1 .  sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 
Pelindungan Masyarakat; 

2. sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan; 

3. sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan 

4. sub bidang Kelembagaan Masyarakat. 

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa 

1 .  sub bidang kelautan dan perikanan; 

2. sub bidang pertanian dan peternakan; 
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3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa; 

4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 
anak dan keluarga; 

5. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan 
menengah; 

6 .  sub bidang dukungan penanaman modal; dan 

7. sub bidang perdagangan dan perindustrian. 

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak desa. 

1 .  sub bidang Penanggulangan Bencana; 

2.  sub bidang Keadaan Darurat; dan 

3. sub bidang Keadaan Mendesak. 

Pasal 15 

(  1)  Kegiatan yang diprioritaskan untuk penggunaan Bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 diperuntukan bagi program kegiatan pada 
bidang antara lain: 

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

1 .  sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 
30%> (tiga pulu persen) dari APBDesa); 

2 .  sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 

3 .  sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan 
Sipil, Statistik dan Kearsipan; 

4 . sub bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan, 
Keuangan dan Pelaporan; dan 

5 . sub bidang Pertanahan. 

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 
1 .  sub bidang pendidikan; 

2 .  sub bidang kesehatan; 

3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. sub bidang kawasan permukiman; 

5 .  sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup; 

6 . sub bidang perhubungan, komunikasi, dan 
informatika; 

7 . sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan 

8. sub bidang parawisata. 

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa 
1 .  sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindungan Masyarakat; 

2 .  sub bidang kebudayaan dan keagamaan; 

3. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan 

4. sub bidang kelembagaan masyarakat. 

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa 
1 .  sub bidang kelautan dan perikanan; 
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2. sub bidang pertanian dan petemakan; 

3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa; 

4. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak dan keluarga; 

5. sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah 

sub Bidang dukungan penanaman modal; dan 

6. sub Bidang perdagangan dan perindustrian. 

e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

mendesak desa 

1 .  sub Bidang Penanggulangan Bencana; 

2 .  sub Bidang Keadaan Darurat; 

3. sub Bidang Keadaan Mendesak. 

(2) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a, meliputi: 

1 .  penyediaan insentif bagi RT/ RW yang diatur dan 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 

2 .  pemberian tambahan penghasilan berupa insentif dan 

honor pengelola keuangan. 

3. penyediaan tambahan penghasilan bagi Tenaga Teknis 

setiap desa berupa transport/honorarium narasumber. 

4. penyediaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana (aset tetap) pemerintahan desa. 

5. pembinaan dan pemutakhiran profil desa 

(kependudukan dan potensi desa) 

6. pembentukan koordinator kependudukan dan catatan 

sipil di desa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Tuntas 

Administrasi Kependudukan di Desa. 

7 . penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) 
bagi desa yang telah habis masa RPJMDesa. 

8. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa berupa Laporan Tahun Anggaran sebelumnya dan 

Laporan Akhir Masa Jabatan). 

9 .  penyelenggaraan kerja sama pemerintah desa dengan 

pihak swasta, pemerintah desa lainnya, pemerintah 
kabupaten dalam pengembangan produk dan potensi 

desa (pertanian, petemakan, perkebunan, pariwsaita dan 

lainnya). 
10 .  dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Badan 

Permusyawaratan Desa periode Tahun 2021-2027 .  bagi 
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 

masajabatannya telah berakhir Tahun 2020 . 

1 1 .  penyelenggaraan dan penatausahaan aset desa berupa 

tanah, bangunan, mesin peralatan, jalan dan batas desa. 

12 .  penyelenggaraan lomba desa tingkat, Kecamatan, 
Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 

13 .  pengadaan dan Pengembangan sistem informasi desa 
sebagai sarana publikasi melalui pembentukan Jumalis 

desa/operator melalui penrdaan Website desa. 

/I 



14 .  pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Desa. 

(3) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi; 

1 .  penyelenggaraan PAUD,TK,TPA,TKA,TPQ dan Madarasah 

Non Formal yang dikelola desa berupa bantuan honor 

pengajar, pakaian dan operasional pengelola). 

2. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan 

prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ dan Madarasah Non 

Formal yang dikelola desa berupa gedung, mebeluer, buku 

bacaan,alat praga edukasi. 

3. pengelolaan perpusatakaan/sanggar kesenian dan 

kebudayaan milik desa meliputi buku bacaan, peralatan, 

kesenian, bantuan honor pengelola. 

4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Polindes, 

Posyandu ,Kader Kesehatan dan pembentukan Satuan 

Tugas Desa Sehat berupa pembentukan, pembinaan, 

penyuluhan, dan pengawasan di desa. 

5. bantuan insentif/tambahan penghasilan dan operasional 

bagi Satuan Tugas Desa Sehat/Kader Kesehatan/Kader 

Pembangunan Manusia dalam rangka pelaksanaan 

Stunting. 

6. pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan 

sarana prasarana Posyandu, Polindes, Satuan Tugas Desa 

Sehat berupa makanan tambahan bagi lansia, balita, ibu 

hamil, masyarakat miskin, alat Kontrasepsi, Alat bantu 

penyandang disabilitas berkebutuhan khusus untuk 

mewujudkan desa layak anak dan desa sehat. 

7. pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana 

prasarana pekerjaan umum milik desa berupa Jalan, 

drainase, jembatan, embung, gapura/batas desa, gedung 

bangunan, dermaga, tambatan perahu di desa, rambu­ 

rambu jalan, pekuburan. 

8. pengadaan dokumen perencanaan tata ruang desa, peta 

wilayah dan patok batas desa. 

9. Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan desa 

masing-masing desa pengadaan sesuai kebutuhan desa. 

10 .  penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat berupa 

bedah rumah, mandi cuci kakus, jambanisasi, di desa. 

1 1 .  penyediaan sarana dan prasarana untuk air bersih 

(tandon, sumur resapan, penampungan, pipanisasi), 

12 .  pengelolaan sampah (bak penampungan sampah kotor 

dan kendaraan pengangkut sampah). 

13 .  pengadaan dan penyelenggaraan jaringan komunikasi 

berupa tiang jaringan internet, tiang jaringan radio 

komunikasi. 

14 .  Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pariwisata milik desa. 

15.  Penyusunan dokumen pengembangan potensi wisata 

desa. 
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(4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, meliputi: 

1 .  pengadaan/rehabilitasi dan penyelenggaraan posko 

keamanan keliling di desa berupa penyediaan bangunan 

pos jaga, operasional kegiatan pengamanan/patroli, 

penyediaan sarana dan prasarana pos keamanan. 

2 .  Pembentukan dan peningkatan kapasitas tenaga Satuan 

Perlindungan Masyarakat minimal 10 {sepulu) orang setiap 

desa berupa pengadaan baju Satuan Perlinduangan 

Masyarakat di desa. 

3.  pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana Seni dan Budaya di desa. 

4. penyelenggaraan festival seni dan budaya di desa. 

5. penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan 

sarana dan prasarana keagamaan antara l ai n :  

a. penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan; 

b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

keagamaan milik desa; 

c. peningkatan bantuan keuangan berupa insentif kepada 

guru mengaji, pemandi jenazah, imam masjid, guru TPA, 

pendeta per perorang yang di tetapkan oleh kepala desa 

sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) 

pertahun setiap penerima. 

d. bantuan pelaksanaan sidang Isbat bagi pasangan yang 

belum memiliki buku nikah; dan 

e. bantuan kerahiman/kedukaan bagi masyarakat miskin. 

f. kegiatan keagamaan lainnya. 

6. Penyelenggaraan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan 

sarana dan prasarana kepemudaan dan sarana olah raga di 

desa berupa oerientasi kepemudaan, sarana dan prasarana 
olah raga milik desa. 

7 .  pembinaan dan penyelenggaraan operasional Karang 

Taruna/LKMD/Gabungan Kelompok Tani/Forum Peduli 
Pendidikan/Posyandu/Forum Kesehatan Desa sesuai 
dengan kebutuhan desa. 

8 .  pembinaan, peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan 
kelompok kerja PKK. 

9 .  pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat 

desa yang meliputi, Karang Taruna, LKMD / Gabungan 
Kelompok Tani, forum peduli pendidikan, posyandu dan 
forum kesehatan desa. 

(5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d meliputi; 

1 .  pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana 

kelautan dan perikanan berupa keramba/kolam, 

pelabuhan perikanan dan bangunan lainnya sesuai dengan 
potensi desa. 

2.  pemberian bantuan perikanan kepada kelompok 
masyarakat berupa pakan/bibit. 

,,11! 



3. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknoiogi tepat guna 

untuk kelompok masyarakat perikanan dan 

kelautan. / posyantekdes 

4. pemberian bantuan alat produksi pertanian, dan 

pengelolaan produksi peternakan berupa mesin penggiing, 

kandang, lumbung desa, bibit kepada kelompok 

masyarakat desa. 

5. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana 

pertanian dan peternakan milik desa. 

6. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna 

untuk kelompok masyarakat pertanian dan 

peternakan / posy en tekdes. 

7. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta 

studi pengembangan wawasan bagi kepala desa 

berupa: 

a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan set 

desa 

b. orientasi kepala desa terpilih. 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa 

(penyusunan dokumen perencanaan pembangunan). 

d. penyelenggaraan peningkatan potensi desa. 

e. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa. 

f. penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Perundang­ 

udangan dan Produk Hukum Desa. 

g. penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa. 

h. penyelenggaran sistem informasi dan publikasi desa 

8. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta 

studi pengembangan wawasan bagi perangkat desa 

berupa: 

a. penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa 

(penyusunan dokumen perencanaan pembangunan). 

c. penyelenggaraan peningkatan potensi desa. 

d. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di desa. 

e. penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perudang­ 

udangan dan produk hukum desa. 

f. penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa. 

g. penyelenggaran Sistem informasi dan publikasi 

desa/ operator desa. 

9. peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta 

studi pengembangan wawasan bagi BPD berupa: 

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi dan kewenangan BPD. 

b. penyelenggaraan produk hukum/peraturan desa. 

10 .  peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas serta 

studi pengembangan wawasan bagi staf desa berupa : 

a. penyelenggaraan sistem informasi desa/ operator 

b. penyelenggaraan publikasi dan informasi/jurnalis desa. 

c. penyelenggaraan pemerintahan desa. 

1 1 .  peningkatan, orientasi dan peningkatan kapasitas 

pelaksanaan kegiatan (PTK) desa berupa: a. penyelenggaraan pengY'arang dan jasa di desa. 



b. penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan 
PTK. 

12 .  pembinaan/pelatihan dan penyuluhan desa layak anak. 
13 .  pembangunan/pemeliharaan pasar/kios milik desa. 
14 .  pemberian bantuan kelompok usaha ekonomi produktif 

berupa peralatan industri rumah tangga. 
15 .  pembentukan/pendampingan/penyuluhan kelompok 

usaha ekonomi produktif di desa (pengrajin, pedagang, 
industri rumah tangga). 

(6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 
dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, 
meliputi; 
1 .  pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana serta 

kebutuhan pelayanan dasar untuk penanggunglangan 
bencana dan pasca bencana baik lokal, 
Kabupaten/Nasional. 

2. penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat (kerusuhan), 
evakuasi korban bencana, air bersih, sanitasi, pangan, 
pelayanan, kesehatan. 

3.  penyelenggaran kegiatan yang bersifat mendesak yaitu 
keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
desa dan atau pemberian bantuan uang duka kepada 
masyarakat miskin sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta 
rupiah) setiap penerima. 

4. kegiatan tanggap darurat bencana alam. 

Pasal 16 
( 1 )  Penetapan jenis Kegiatan pada setiap sub bidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diputuskan dan 
disepakati melalui Musyawarah Desa. 

(3) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa. 

(4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu 
indikatif Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai 
informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya 
dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 
disusun berdasarkan kode rekening bidang, kode rekening sub 
bidang dan kode rekening kegiatan serta kode rekening 
belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

;( 



(6) Penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipublikasikan oleh 

Pemerintah Desa kepada masyarakat desa melalui media cetak 

ataupun elektronik di ruang publik yang dapat diakses 

masyarakat desa. 

BAB VIII 

PELAPORAN PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN, 

PERTANGGUNGAWABAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH. 

Pasal 17 
(  1 )  Kepala Desa menyampaikan laporan Penggunaan bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui 

camat dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi 

daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan 

Desa. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. penatausahaan, 

b. pembukuan Dana desa. 

(3) Laporan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, meliputi: 

a. buku kas umum; 

b. buku pebantu kas tunai; 

c. buku pembantu bank; 

d. buku kas pembantu kegiatan; 

e. buku kas pembantu pajak; dan 

f. buku kas pembantu panjar. 

(4) Laporan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, meliputi: 

a. laporan realisasi APBDesa; 

b. laporan realisasi Anggaran Desa; 

c. laporan realisasi Anggaran Desa Perkegiatan; 

d. laporan realisasi anggaran bulanan; 

e. laporan realisasi anggaran triwulan; 

f. laporan realisasi anggaran semesteran; 
g. laporan kekayaan milik Desa; 

h. laporan realisasi APBDesa persumber Dana; 

i. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah; dan 

j .  laporan penyerapan dan capaian bagi hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah. 

(5) Pertanggungjawaban bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah dilaksanakan melalui Pembayaran tunai dan non tunai 
atas beban belanja kegiatan pada kode rekening yang 
termasuk dalam penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah yang tertuang dalam APBDesa Tahun 
berkenaan. 

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran formil dan 
materil atas penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  



.- 

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
verifikasi, evaluasi dan analisis oleh Sekretaris Desa untuk 
disetujui Kepala desa. 

(8) Kelengkapan pertanggungjawab penggunaan Bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati 
yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, 
Barang/Jasa dan Modal. 

Pasal 18 

(  1 )  Kepala Desa menyusun Laporan penggunaan bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( 1) dan ayat (2) melalui dokumen digital 
menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui 
Sistem Informasi Keuangan Desa. 

(2) Laporan Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa setiap bulan paling lam bat tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 
(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan 

Laporan penggunaan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Inspektorat setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) 
bulan berikutnya. 

(4) Kepala Desa mempublikasikan laporan penggunaan bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat melalui 
poster/ baliho, media cetak/ elektronik dan media informasi 
lainnya. 

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 
memuat : 
a. realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah tahun sebelumnya; 
b. perogram kegiatan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah tahun berjalan; 
c. sisa anggaran; dan 
d. alamat pengaduan. 

BAB IX 

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAGI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 19 
( 1) Pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi 

dilaksanakan oleh, Badan Pendapatan Daerah, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa APIP, Camat, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. 

(2) Badan Pendapatan Daerah melakukan fungsi pengawasan 
terhadap capaian realisasi pembayaran pajak bumi dan 
bangunan sektor pedesaan pada setiap desa. 

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan aparat 
pengawas fungsional (APIP) daerah melakukan Pemantauan 
dan evaluasi atas :  
a. sisa dana di RKD; 



b. realisasi penggunaan dana; 
c. capaian keluaran Dana; 
d. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan aset 

desa; 
e. Reviu atas proses evaluasi rancangan APBDesa; dan 
f. Reviu pengadaan barang dan jasa di desa. 

( 4) Dalam hal terdapat sisa dana pada RKD dan realisasi 
penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
lebih dari 30 °/o (tiga puluh) persen maka Bupati : 
a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di RKD. 
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeriksaan. 
(5) Sisa Dana di RKD lebih dari 30 °/o (tiga puluh) persen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari dana bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada 
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 
sebelumnya. 

(6) Kepala Desa wajib menggarkan kembali sisa dana bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dalam APBDesa Tahun Anggaran berikutnya 
sesuai dengan penggunaan Dana Desa. 

Pasal 20 

( 1) Camat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan desa serta melaporkan kepada 
Bupati tembusan kepada APIP. 

(2) Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  meliputi: 
a. pengawasan terhadap dokumen perencanaan desa dengan 

APBDesa; 

b. pengawasan terhadap pengelolaan kauangan dan aset desa 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. pengawasan terhadap capaian Realisasi penyerapan dan 
capaian output pengelolaan keuangan desa 

(3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan 
terhadap kinerja kepala desa dalampengelolaan keuangan desa 
yang meliputi antara l ain :  
a. perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; 
c. paporan pelaksanaan APBDesa; 
d. papaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa; 

dan 

e. pasil pengawasan tersebut disampaikan kepada kepala desa, 
Camat, Bupati dan tembusan APIP. 

( 4) Masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan desa melalui pemantauan terhadap 
kinerja kepala desa dalam bentuk partisipasi masyarakat 
dalam mendapatkan informasi dari pemerintah desa. 

;/ 



(5) Pemantuan oleh masyarakat dilaksanakan melalui: 
a. partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi 

laporan terkait pengelolaan keuangan desa. 
b. penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa 

melalui BPD untuk ditindaklajuti dalam bentuk 
musyawarah desa. 

c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan 
pengelolaan keuangan desa. 

(6) Infonnasi dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi informasi : 
a. capaian pelaksanaan APBDesa; 
b. tim yang melaksanakan anggaran; 
c. capaian realisasi dan out pelaksanaan kegiatan; 
d. sisa anggaran; dan 
e. kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana. 

B AB X  

S A N K S !  ADMINISTRATIF 

Pasal 2 1  

( 1 )  pemerintah desa dapat dikenakan sanksi terhadap penyaluran 
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berupa 
penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan tahap 
penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 

(2) perhitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah tahap I sebesar 40 (emat puluh) persen sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 )  dilakukan dengan perhitungan sebagai 
berikut :  

a. penyaluran pertama sebesar 1 5  o/o (lima belas persen). 

b. penyalurankedua sebesar 1 5  °/o (lima belas persen). 

c. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh belas persen). 

(3) perhitungan penyaluran bagi basil pajak daerah dan retribusi 
daerah tahap II sebesar 40 (emat puluh) persen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dengan perhitungan sebagai 
berikut :  

a. penyaluran pertama sebesar 1 5  %  (lima belas persen). 

b. penyalurankedua sebesar 1 5  °/o (lima belas persen). 

c. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh belas persen). 

(4) perhitungan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah tahap III sebesar 20 (emat puluh) persen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dengan perhitungan sebagai 
berikut :  
a. penyaluran pertama sebesar 10 °/o (sepuluh persen). 
b. Penyaluran kedua sebesar 10 % (lima belas persen). 

(5) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 

dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) 
minggu. 



BAB XI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di�· �� 
pada tan \» 

.-� 

BUPATI ��IIJUn 

2021 
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LAMPIRAN Ill : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE 01,,/,1 KEPULAldAN 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Pagu Alokasi Dana Pagu Alokasi Dana Total Pagu Dana Bagi 

No. Kecamatan NamaDesa Bagi Basil Pajak Bagi Basil Retribusi Basil Pajak & Retribusi 

Dae rah Dae rah Daerah Per-Desa 

Liukang 

1 Tangaya Sabaru 130.915.000,00 15.842.000,00 146.757.000,00 

Liukang 

2 Tangaya Balo Baloang 175.521.000,00 21.240.000,00 196.761.000,00 

Liukang 

3 Tangaya Sabalana 194.097.000,00 23.488.000,00 217.585.000,00 

Liukang 
4 Tangaya Tampaang 137.122.000,00 16.593.000,00 153.715.000,00 

Liukang 

5 Tangaya Sail us 168.837 .000,00 20.431.000,00 189.268.000,00 

Liukang 

6 Tangaya Satanger 138.666.000,00 16. 780.000,00 155.446.000,00 

Liukang 

7 Tangaya Kapoposan Bali 134.405.000,00 16.264.000,00 150.669.000,00 

Liukang 

8 Tangaya Poleonro 144.675.000,00 17.507.000,00 162.182.000,00 

Liukang 

9 Kalmas Pammas 178.007 .000,00 21.541.000,00 199.548.000,00 

Liukang 

10 Kalmas Sabaru 138.074.000,00 16.708.000,00 154.782.000,00 

Liukang 

1 1  Kalmas Kanyurang 181.595.000,00 21.975.000,00 203. 570. 000, 00 

Liukang Doang Doangan 

12 Kalmas Lorn po 130.680.000,00 15.813.000,00 146.493.000,00 

Liukang 

13 Kalmas Marasende 151.569.000,00 18.341.000,00 169.910.000,00 

Liukang 

14 Kalmas Dewakang 146.490.000,00 17.727.000,00 164.217.000,00 

Liukang 

15 Tupabbiring Mattiro Deceng 169.097.000,00 20.463.000,00 189.560.000,00 

Liukang 

16 Tupabbiring Mattiro Langi 188.240.000,00 22. 779.000,00 211 .019.000,00 

Liukang 

17 Tupabbiring Mattiro Matae 176.455.000,00 21.353.000,00 197 .808.000,00 

Liukang 

18 Tupabbiring Mattiro Uiung 148.566.000,00 17.978.000,00 166.544.000,00 

Liukang 

19 Tupabbiring Mattiro Dolangeng 137.755.000,00 16.670.000,00 154.425.000,00 

Liukang 

20 Tupabbiring Mattiro Bone 126.823.000,00 15.346.000,00 142.169.000,00 

Liukang 
21 Tupabbiring Mattaro Adae 137.532.000,00 16.643.000,00 154.175.000,00 

22 Balocci Tompobulu 170.650.000,00 20.650.000,00 191.300.000,00 

23 Bungoro Bowong Cindea 147.067.000,00 17.796.000,00 164.863.000,00 

24 Bungoro Tabo Tabo 182.988.000,00 22.144.000,00 205.132.000,00 

25 Bungoro Manzilu 152.977.000,00 18.512.000,00 171.489.000,00 

26 Bungoro Bulu Cindea 143.970.000,00 17.422.000,00 161.392.000,00 

27 Bungoro Biring Ere 118.  702.000,00 14.364.000,00 133.066.000,00 

28 Labakkang Pattalassang 134.118.000,00 16.229.000,00 150.347.000,00 

29 Labakkang Manakku 144.241.000,00 17.454.000,00 161.695.000,00 
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. Pagu Alokasi Dana Pagu Alokasi Dana Total Pagu Dana Bagi 
No. Kecamatan NamaDen Ba&l Basil Pajak Ba1i Basil Retribusl Basil Pajak & Retribusi 

Daerah Dae rah Daerah Per-Desa 

30 Labakkang Gen tung 130.443.000,00 15.785.000,00 146.228.000,00 

31 Labakkang Batara 152.079.000,00 18.403.000,00 170.482.000,00 

32 Labakkang Taraweang 155.266.000,00 18. 789.000,00 174.055.000,00 

33 Labakkang Kanaungan 175.653.000,00 21.256.000,00 196.909.000,00 

34 Labakkang Bonto Manai 168.498.000,00 20.390.000,00 188.888.000,00 

35 Labakkang Kassi Loe 144.527.000,00 17.489.000,00 162.016.000,00 

36 Labakkang Bara Batu 172.006.000,00 20.815.000,00 192.821.000,00 

37 Ma'rang Padang Lampe 140.423.000,00 16. 992.000,00 157.415.000,00 

38 Ma'rang Tamangapa 154.164.000,00 18.655.000,00 172.819.000,00 

39 Ma'rang Pitusunzzu 124.440.000,00 15.058.000,00 139.498.000,00 

40 Ma'rang Pitue 132.305.000,00 16.010.000,00 148.315.000,00 

41 Ma'rang Punranga 127.902.000,00 15.477.000,00 143.379.000,00 

42 Ma'rang Alesipitto 124.601.000,00 15.078.000,00 139.679.000,00 

43 Segeri Baring 171.320.000,00 20. 732.000,00 192.052.000,00 

44 Segeri Parenreng 164.093.000,00 19.857 .000,00 183.950.000,00 

45 Minasatene Kabba 135.763.000,00 16.428.000,00 152.191.000,00 

46 Minasatene Panaikang 132.546.000,00 16.039.000,00 148.585.000,00 

47 Mandalle Benteng 149.590.000,00 18.102.000,00 167.692.000,00 

48 Mandalle Manggalung 122.020.000,00 14.765.000,00 136. 785.000 ,00 

49 Mandalle Tamarupa 132.274.802,90 16.005.200,00 148.280.002,90 

50 Mandalle Mandalle 125.492.000,00 15.185.000,00 140.677.000,00 

51 Mandalle Boddie 131.712.000,00 15.938.000,00 147.650.000,00 

52 Mandalle Conno Tompong 130.678.000,00 15.813.000,00 146.491.000,00 

Tondong 

53 Tallasa Banti Murung 147.186.000,00 17 .811.000,00 164.997.000,00 

Ton dong 
54 Tallasa Tondong Kura 144.660.000,00 17.505.000,00 162.165.000,00 

Tondong 

55 Tallasa Lanne 135.565.000,00 16.404.000,00 151.969.000,00 

Tondong 

56 Tallasa Bulu Tellue 162.825.000,00 19.704.000,00 182.529.000,00 

Ton dong 
57 Tallasa Mal aka 127 .325.000,00 15.407.000,00 142.732.000,00 

Tondong 

58 Tallasa Bonto Birao 138.998.000,00 16.820.000,00 155.818.000,00 

Liukang 

59 Tupabbiring Mattiro Kanja 133.191.000,00 16.117.000,00 149.308.000,00 

Liukang 

60 Tupabbiring Mattiro Baii 139.594.000,00 16.892.000,00 156.486.000,00 

Liukang 
61 Tupabbiring Mattiro Bulu 164.381.000,00 19.892.000,00 184.273.000,00 

Liukang 
62 Tupabbiring Mattiro Bombang 132.693.000,00 16.057.000,00 148.750.000,00 



- Pap Alokasi Da11a Pap Alokul Dalla Tobu Pagu Dana Bagi 
No. Ke cam a.ta.a !famaDesa Bagt Hull Pajak Baal Hull Retribusi H..U P1tjak 85 Retribual 

Dae rah Daerah. 1>aerah Per-Deu 

. , Llukang . 

63 Tupabbiring Mattiro Labangeng 137.650.000,00 16.657 .000,00 154.307.000,0C 

Liukang 

64 Tupabbiring Mattiro Uleng 170.706.000,00 20.657 .000,00 191.363.000,0C 
Liukang 

65 Tu nabbirinz Mattiro W alie 130.879.000 00 15.837 .000,00 146. 716.000,00 

i  Total l 9.593.282.802,90 1.160.874.200,00. 10.754.157.002,90 


